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TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

I. Sistem Akuntansi SKPD 

SIS'IBM AKUNTANSI 

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang bertanggungjawab kepada 

W alikota Singkawang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. SKPD terdiri 

dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap Pengguna 

Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan entitas Akuntansi, yang 

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 

untuk digabungkan pada Entitas pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan 

tersebut dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi. Sistem akuntansi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( SKPD) merupakan instrumen untuk mengoperasikan prinsip

prinsi akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP maupun kebijakan akuntansi 

pemerintah Kota Singkawang berupa metode dan prosedur akuntansi yang 

digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam 

menyusun laporan SKPD meliputi proses identifikasi transaksi keuangan dengan 

mengatur teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, 

beban, pendapatan LRA, pendapatan beban aset, kewajiban,ekuitas, menjumal ke 

dalam buku jumal, memposting ke buku besar. menyusun neraca saldo, 

penyesuian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Pembahasan Sistem Akuntansi di SKPD ini terdiri dari : 

1. Sistem Akuntansi Anggaran pada SKPD 

2. Sistem Akuntansi Pendapatan pada SKPD 

3. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban SKPD 

4. Sistem Akuntansi Aset SKPD 

5. Sistem Akuntansi kewajiban SKPD 

6. Jumal koreksi dan penyesuaian SKPD, 

7. Jumal buku besar dan neraca saldo SKPD 

8. Penyusunan laporan keuangan SKPD. 

A. Sistem Akuntansi Anggaran pada SKPD 

1. Sistem Akuntansi Anggaran SKPD adalah merupakan teknik 

pertangungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk 

mengelola dan mencatat anggaran SKPD. Pencatatan anggaran pada SKPD 

merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah . Pada 

tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan 
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membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini 

merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka realisasi anggaran 

2. Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan anggaran SKPD 

a. Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi 

1). Membuat dan mengusulkan RKA-SKPD 

2). Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi 

akuntansi SKPD 

b. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD); 

1). Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA 

berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jumal 

LO dan LRA dan Jumal LRA. 

2). Melakukan posting jumal transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening 

(rincian obyek). 

3). Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas 

Laporan Keuangan 

3. Dokumen yang digunakan pencatatan dalam akuntansi anggaran SKPD 

adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD). 

4. Uraian prosedur 

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) Membuat 

dan mengusulkan RKA-SKPD, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Pendapatan" di 

debit sebesar total anggaran pendapatan, dan "Apropriasi Belanja'' di kredit 

sebesar total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan 

anggaran belanja dicatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit. Atas transaksi 

di atas, PPK-SKPD membuatjumal sebagai berikut: 

Nomor 
Bukti' 

xxx Estimasi perubahan SAL 

Apropriasi Belanja 

B. Sistem Akuntansi pendapatan pada SK.PD 

xxx 
xxx 

Prosedur akuntansi penerimaan pendapatan pada SKPD mulai dari pencatatan, 

penggolongan, peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan penerimaan pendapatan dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan aplikasi SIPKD.Sistem 
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akuntansi Pendapatan mengimplementasi kebijakan akuntansi yang 

mengunakan basis yang berbeda Y aitu : 

a. Basis Akrual menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun 

Pendapatan-LO. 

b. Basis Kas menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun 

Pendapatan-LRA. 

2. Fungsi yang terkait 

a. Bendahara Penerimaan SKPD, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1). Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam 

Buku Kas Penerimaan; 

2.) Membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan 

3). Melakukan penyetoran uang yang di terima ke Kas Daerah setiap hari. 

b. PPK-SKPD, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi: 

1). Mencatat transaksi/kejadian pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA 

berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid keBuku Jumal

LO dan Neraca dan Buku Jumal LRA; 

2). Mencatat posting-posting jumal-jumal transaksijkejadian pendapatan

LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing 

rekening (rincian obyek); 

3). Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan 

yang belum diterima pendapatannya; 

4). Melakukan penyesuain di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan 

yang penerimaannya melewati periode diterbitkannya dokumen 

pendapatan. 

c. Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi 

1). Menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKP-Daerah) dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKR-D~erah) Atau Dokumen lain yang dipersamakan; 

2). Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi 

akuntansi SKPD. 

d. BUD mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga 

maupun melalui Bendahara Penerimaan. 

e. Pihak Ketiga 

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau Pihak 

Lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan. 
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3. Dokumen yang digunakan 

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) atau bukti bahwa SKPD 

telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima 

pembayaran dari wajib pajak. 

' b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah) atau bukti bahwa SKPD 

telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima 

pembayaran dari wajib Retribusi. 

c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD) 

d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP), merupakan Dokumen yang dibuat oleh 

Bendahara Penerimaan atau bendahara Penerimaan Pembantu sebagai 

tanda bukti yang diberikan kepada Wajib bayar/Pihak Ketiga atas 

transaksi Penerimaan PAD; 

e. Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang 

dipersamakan merupakan dokumen yang dibuat oleh Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan/ atau Pihak Ketiga 

yang dipergunakan untuk menyetor penerimaan Pendapatan Asli Daerah, 

ke Rekening Kas Umum daerah pada PT Bank Kalbar. 

f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , apabila dari hasil pemeriksaan 

ditemukan adanya kurang bayar dari wajib pajak 

g. Surat ketetapan Lebih Bayar, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan 

adanya lebih bayar dari wajib pajak 

i. Nota Kredit atau dokumen lain yang dipersamakan 

4. Catatan yang digunakan 

a. Buku Jumal Standar digunakan untuk mencatat dan menggolongkan 

semua transaksi atau kejadian penerimaan dan penyetoran Pendapatan 

Asli Daerah. 

b. Buku besar, digunakan untuk memposting semua transaksi dalam 

rekening tertentu yang telah dicatat dalam Buku Jumal. 

5. Uraian Prosedur 

Pada bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan 

oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi 

pendapatan.Pencatatan pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 altematif 

pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan 

pada SKPD tersebut. Sedangkan pencatatan retribusi pada SKPD dapat 

menggunakan 2 altematif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan 

Retribusi yang dianggarkan pada SKPD terse but. 

a. Prosedur pencatatan pajak 

1. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya 

penetapan terlebih dahulu ( offcial assesment). 
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Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan 

tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui 

ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan telah 

disahkan, maka fungsi akuntansi mencatat jurnal dengan mencatat 

piutang pendapat di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran 

pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera dalam dokumen 

penetapan. 

Contoh : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Singkawang pada tanggal 7 Januari 2015 mengeluarkan 

Surat Ketetapan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak 

sebagai ketetapan atas PBB tahun 2015 sebesar Rp. 

1.300.000. Dari transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD 

mencatat dengan jurnal : 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggat· 

07-01-15 

XXX Pendapatan PBB LO Rp. 1.300.000 

Pada tanggal 17 Agustus wajib pajak membayar langsung yang di 

terima oleh Bendahara Penerimaan DPPKA Kota Singkawang, fungsi 

akuntansi akan mencatat pengakuan pendapatan LRA dengan jurnal 

sbb: 

Jurnal LO atau Neraca 

Nomor · ' Kode Uraian' . 
· Bukti Rek:ening 

17-08-15 SSP XXX Kas di Bendaraha Rp. 1.300.000 

Tanggal 

17-08-15 SSP 

Penerimaaan 

XXX Piutang PBB 

XXX Estimasi Rp. 1.300.000 
Perubahan SAL 

XXX Pendapatan PPB
LRA 

Rp. 1.300.000 

Rp. 1.300.000 

Pada tanggal 18 Agustus Bendahara Penerimaan DPPKA Kota 

Singkawang, menyetor pendapatan ke Kas Daerah. Berdasarkan 

dokumen penyetoran tersebut atau STS, PPK SKPD menjurnal : 
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Jumal LO atau Neraca 

XXX Kas di Bendahara Rp. 1.300.000 
Penerimaan 

Jika wajib Pajak menyetor langsung ke rekening Kas Daerah. 

Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, fungsi akuntansi 

SKPD menjumal : 

Jumal LO atau Neraca 

Nomor - Kode 
- · Birkti Rekening 

SSP XXX RKPPKD 

XXX Piutang PBB 

JumalLRA 

Tanggal Nomor Uraian · Debit 
- Bukti 

18-08-15 SSP XXX Estimasi Rp. 1.300.000 
perubahan SAL 

XXX Pendapatan PBB 
LRA 

Rp. 1.300.000 

Rp. 1.300.000 

2. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan 

sendiri oleh wajib pajak (self Assessment) dan dilanjutkan dengan 

pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. 

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib, selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayarkan apakah sudah 

sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. 

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan pendapatan LRA ketika 

Wajib Pajak melalukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat 

pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat 

ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan 

pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan 

lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar 

yang akan dijadikan pengurangan pendapatan LO. 

Contoh : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Singkawang pada tanggal 1 April 2015 menerima 

pembayaran pajak restoran bulan Maret dari rumah makan 

Kampung Batu sebesar Rp. 5.000.000. Berdasarkan hal 

tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan 

LRA denganjumal sbb: 
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Jumal LO atau Neraca 

Tanggal 

01-04-15 

JumalLRA 

Tanggal·· 

01-04-15 

Penerimaan 
XXX Pajak Restoran- LO 

Nomor < Kode 
Bukti Re~ening 

TBP XXX 

XXX Pajak Restoran 

SJSTEM AKUNT ANSI 

Rp. 5.000.000 

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Singkawang pada tanggal 2 April 2015 menyetorkan 

pendapatan ke Kas Daerah Berdasarkan STS, fungsi akuntansi 

mencatat denganjumal sbb: 

Jumal LO atau Neraca 

···•.Tanggal ·Kode Kredit 
.. l~ekening 

02-04-15 SSP xxx 

xxx Rp. 5.000.000 

Pada tanggal 7 April dilakukan pemeriksaan atas pajak restoran yang 

dibayarkan oleh rumah makan tersebut dan ditemukan pajak kurang 

bayar sebesar Rp. 1.300.000, maka berdasarkan perhitungan tersebut 

DPPKA Kota Singkawang akan mengeluarkan Surat Keterangan Kurang 

Bayar atas pajak restoran terhadap rumah makan tersebut . 

Berdasarkan hal itu, fungsi akuntansi mencatat denganjumal sbb: 

Jumal LO atau Neraca 

XXX Pajak restoran LO Rp. 1.300.000 

Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih 

bayar, maka DPPKA Kota Singkawang akan mengeluarkan Surat 

Keterangan Lebih Bayar atas pajak restoran terhadap rumah makan 

tersebut . Berdasarkan hal itu, fungsi akuntansi mencatat dengan 

jumal sbb: 
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Jurnal LO atau Neraca 

07-04-15 SKPDLB XXX Pajak restoran LO Rp. 1.300.000 

XXX Utang kelebihan 
pembayaran 
pajak 

SIS'IBM AKUNTANSI 

Rp. 1.300.000 

3. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di 

muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa 

periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang 

bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada 

saat uang telah diterima. 

Contoh : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Singkawang pada tanggal 1 . Oktober 2015 menerima 

pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk satu 

tahun ke depan Rp. 25.000.000. Berdasarkan hal tersebut 

dicatat pengakuan pendapatan diterima dimuka dan 

pendapatan LRA denganjumal sbb: 

Jumal LO atau Neraca 

JumalLRA 

Nomor 
Bukti · 

xxx 
Penerimaan 

XXX endapatan di terima 
dimuka 

XXX Pajak Reklame LRA 

Pada tanggal 2 Oktober 2015 Bendahara Penerimaan, menyetor 

pendapatan ini ke Kas daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran 

tersebut atau STS, maka fungsi akuntansi mencatat denganjumal sbb: 

Jumal LO atau Neraca 

.Tanggal Ko de 
Rekelling 

xxx 

XXX Kas di Bendahara 
Penerimaan 

Kr edit 
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Pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penyesuaian atas 

pendapatan di terima di muka untuk melakukan pengakuan 

pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun 2015 dengan 

menerbitkan bukti memorial. 

Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar 

Rp. 8.000.000 (lOktober 2015 s/d 31 Desember 2015 atau 3 bulan ). 

Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat denganjumal: 

XXX Pajak reklame -LO 

4. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan 

sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya dilakukan di terima di 

muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 

Contoh : Tanggal 1 Oktober 2015Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kata Singkawang menerima pembayaran 

pajak reklame yang dibayarkan untuk satu tahun ke depan Rp. 

25.000.000. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan 

pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan 

jumal sbb: 

Jumal LO atau Neraca 

·. Tanggal 

01-10-15 

JumalLRA 

Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX Pendapatan di terima 
dimuka 

Tanggal ·· Nomor ..•. Kode 
•. Bukti Rekening 

xxx 

XXX Pajak Reklame LRA 

· Kredit·· 

p. 25.000.000 

Pada tanggal 2 Oktober 2015, Bendahara penerimaan menyetorkan 

pendapatan ini ke kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran 

terse but atau STS, fungsi akuntansi mencatat dengan jumal : 
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Jumal LO atau Neraca 

.Tanggal 

02-10-15 SSP 

··•.Kode 
Rekening 

xxx 

XXX Kas di Bendahara 
Penerimaan 

SISTEM AKUNf ANSI 

p. 25.000.000 

Pada tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Singkawang melakukan perhitungan untuk 

pengakuan pendapatan LO atas pajak reklame sebesar Rp. 8.000.000. 

Selain hal tersebut, DPPKA Kota Singkawang juga melaksanakan 

pemeriksaaan atas pajak reklame yang telah dibayar . Hasil 

pemeriksaan ditemukan pajak kurang bayar reklame sebesar Rp. 

8.00.000. berdasarkan basil perhitungan tersebut , DPPKA Kota 

Singkawang mengeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar, maka di 

ca tat jumal sbb : 

Jumal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor. Kode 
Bukti Rekening 

31-12-15 BM xxx 

XXX Pajak reklame 

· Tanggal Nomor Kode . 
Bukti . Rekening 

31-12-15 SKPDKB XXX Piutang Pajak 
Reklame 

XXX ajak Reklame 

Debit Kredit 

Rp. 8.00.000 

Apabila dalam pemeriksaaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih 

bayar, maka Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Singkawang akan mengeluarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar atas 

pajak. Berdasarkan hal terse but dicatat dengan jumal : 

Jumal LO atau Neraca 

XXX Pajak reklame 

10 



PEMERINT AH KOf A SINGKAW ANG 

31-12-15 SKPDLB 

"Kode 
Rekening 

xxx 

Uraian 

XXX Utang kelebihan 
pembayaran pajak 

b. Prosedur pencatatan retribusi 

SISTEM AKUNT ANSI 

Debit·· 

Rp. 8.00.000 

I. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya 

penetapan terlebih dahulu Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah, SKPD sudah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum 

diterima pembayaran oleh wajib retribusi (erned). Oleh karena itu, PPK

SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal 

piutang retribusi di debit dan pendapatan retribusi di kredit 

Contoh : Pada tanggal 16 Maret tahun 2015 , Dinas Pendapatan, 

pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang 

mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas 

Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima 

pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp. 50.000.000. 

Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi 

SKPD mencatat dengan jurnal : 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor ·· Kode 
Bukti · ~ekening · .. 

16-03-15 SKRD XXX Piutang Retribusi 
Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

XXX Pendapatan Sewa 
Tanahdan 
Bangunan-LO 

Pada tanggal 17 Maret tahun 2015 saat wajib retribusi membayar 

retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan 

menerima tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar 

retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat 

pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal 

Jurnal LO dan Neraca 

17-03-15 

.. Uraian 

Penerimaan 

XXX Piutang Retribusi LO 
pemakaian Kekayaan 
Daerah 

p. 50.000.000 
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JumalLRA 

Tanggal 

17-03-15 

JumalLRA 

Tanggal Nomor .· 
Bukti 

XXX Pendapatan 
penyewaan tanah d 
bangunan LRA 

XXX Pendapatan Retribusi 
Pemakaian Kekayaan 
Daerah 

S!SIBM AKUNrANSI 

p. 50.000.000 

Kr edit 

Pada tanggal 18 Maret 2015 , Bendahara penerimaan menyetor 

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan STS, fungsi akuntansi 

mencatat dengan jumal : 

Jumal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Kode 
· Bukti .• •·· Rekelling 

18-03-15 SSP xxx 

XXX Kas di Bendahara 
Penerimaan 

2. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu adanya penetapan terlebih 

dahulu pengakuan pendapatan ini pendapatan lo dan LRA pada saat 

pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. wajib retribusi 

melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda 

Bukti Pembayaran (TBP). TBP menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk 

mengakui adanya pendapatan dengan mencatatjumal sbb: 

Contoh : Pada tanggal 15 Juni tahun 2015 , Kantor penanaman Modal 

Kota Singkawang menerima pembayaran izin mendirikan 

bangunan sebesar Rp. 6. 700.000. Berdasarkan hal terse but 

dicatat pendapatan LO dan Pendapatan LRA dengan jumal 

Jumal LO dan Neraca 

Tanggal 

XXX Pemberian izi 
mendirikan 
bangunan LO 
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JumalLRA 

JumalLRA 

Tanggal 

XXX Pemberian izi 
menclirikan 
bangunan LRA 

XXX Retribusi izin 
mendirikan 
bangunan 

SIS'IBM AKUNf ANSI 

·· .. ,Kredit. 

Pada tanggal 16 Juni 2015, Bendahara penerimaan menyetor 

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan STS, fungsi akuntansi 

mencatat dengan jurnal : 

Jurnal LO atau Neraca 

Nomor··· 
Bukti 

16-06-15 SSP 

XXX Kas di Bendahara 
Penerimaan 

··. Kredit 

Rp. 6.700.000 

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di SKPD: 

No 

2 Penerimaan pembayaran 

3 Penyetoran Pendapatan 
oleh SKPD ke Kas daerah 

4 Pendapatan di setor 
langsung ke Kas Umum 
Daerah 

PENCATATAN OLEH SKPD 
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C. Sistem Akuntansi Belanja dan Behan SKPD 

1. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian 

proses mulai dari pencatatan , penggolongan, peringkasan sampai dengan 

pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas belanja dan 

beban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi SIPKD. Sistem 

akuntansi Behan dan Belanja SKPD mengimplementasikan kebijakan 

akuntansi yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda. Basis 

Akrual menyajikan hasil pencatatannya ke dalam Akun Behan, sedang 

Basis Kas yang digunakan untuk pertanggungjawaban APBD disajikan 

dalam Akun Belanja. 

2. Fungsi terkait 

a). Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas pokok dan 

fungsi: 

1). Melakukan verifikasi terhadap SPM belanja dan be ban yang diajukan 

oleh SKPD 

2). Menerbitkan SP2D GU /LS belanja dan be ban SKPD 

b. Bendahara pengeluaran mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1). Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti 

pembayaran/ dokumen sumber lainnya 

2). Membuat SPJ atas beban dan belanja 

3). Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang 

persediaan atau membuat SPP; 

4). Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke 

dalam BKU SKPD: 

5). Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran 

seperti SP2D yang diterimanya/ dokumen sumber lainnya kepada PPK

SKPD. 

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Mempunyai tugas pokok 

dan fungsi: 

1). Menerima dokumen pertanggungjawaban dari Bendahara pengeluaran 

dan melakukan verifikasi bukti; 

2).Menerima tembusan bukti taihan dari Bendahara Pengeluaran dan 

membuat memo jurnal; 

3). Mencatat transaksi/kejadian Behan-LO dan Belanja -LRA berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal-LO dan 

Neraca dan Buku Jurnal LRA; 

4). Mencatat posting-posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Be ban -LO 

dan Belanja-LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening 

(rincian obyek); 
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5). Membuat jurnal koreksi, penyesuaian dan penutup dan menyusun 

Laporan Keuangan. 

d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas pokok 

dan fungsi: 

1). Menandatangani/mengesahkan dokumen SPJ 

2). Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi 

akuntansi SKPD. 

e. Pihak ketiga/pihak lainnya mempunyai tugas pokok dan fungsi: 

Menyerahkan barang dan jasa berdasarkan BAST, melakukan penagihan, 

menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau 

BUDmenggunakan bukti pembayaran SP2D. 

3. Dokumen yang Digunakan : 

a. Berita Serah Terima Barang (BAST); 

b. Faktur dan kuitansi pembayaran; 

c. Daftar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban(SPJ); 

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)LS/GU; 

e. Bukti Pengeluaran barang; 

f. Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan (BAPF); 

g. Dokumen kontrak/perjanjian; 

h. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan 

4. Catatan yang digunakan 

a. Buku Jumal Khusus Belanja LS, digunakan untuk mencatat dan 

menggolongkan semua transaksi atau kejadian penerimaan dan 

pegeluaran kas belanja LS; 

b. Buku Jumal Khusus belanja UP/ GU/TU, digunakan untuk mencatat dan 

menggolongkan semua transaksi atau kejadian penerimaan dan 

pegeluaran kas belanja UP/GU/TU; 

c. Buku Besar, digunakan untuk memposting semua transaksi dalam 

rekening tertentu yang telah dicatat dalam Buku Jurnal. 

5. Uraian Prosedur 

a. Belanja dan Beban Pegawai 

1. Belanja dan Behan Pegawai Menggunakan Uang Persediaan 

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban 

pegawai yang menggunakan uang persediaan. Berdasarkan bukti 

transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal "Beban Pegawai-LO" 

di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit dengan jurnal: 
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Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor . Kode 
Bukti · · · Rekeitlng 

:xxx :xxx :xxx 
:XXX Kas di Bendahara 

pengeluaran 

SISTEM AKUNTANSI 

Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja pegawai, PPK

SKPD mencatat "Belanja Pegawai" di debit dan "Estimasi Perubahan 

SAL" di kredit dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor .. Kode 
· · Bukti Rek.eitlng 

:xxx :xxx :xxx 
:XXX Estimasi Perubahan 

SAL 

2. Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS 

Pengakuan beban pegawai yang menggunakan mekanisme LS 

dilakukan berdasarkan SP2D LS. SP2D LS ini menjadi dasar bagi 

PPK-SKPD untuk mencatat "Behan Pegawai - LO" di debit dan "RK 

PPKD" di kredit dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tariggal 

:xxx :xxx 
:XXX RKPPKD 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja 

pegawai, PPK-SKPD mencatat "Belanja Pegawai" di debit dan 

"Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

.Tanggal 

xxx 

\ 

Nomor .. Kode 
· Bukti · •· . Rekening 

xxx xxx 
XXX Estimasi Perubahan 

SAL 

Belanja Pegawai tersebut dicatatjumlah brutonya, yaitu nilai sebelum 

potongan-potongan. Berbagai potongan atas Belanja Pegawai dicatat 

oleh PPK-SKPD. 
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3. Pengajuan Ganti Uang 

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. 

SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Kas di 

Bendahara Pengeluaran" di de bit dan "RK PPKD" di kredit dengan 

jumal 

Jumal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor <.Kredit 
Bukti 

XXX Kas di Bendaraha 
Pengeluaran 

XXX RKPPKD 

b. Belanja dan Behan Barang dan Jasa 

1. Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan 

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban 

barang dengan menggunakan uang persediaan. Pengakuan beban 

barang yang menggunakan uang persediaan dilakukan berdasarkan 

bukti transaksi beban barang. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi 

PPK-SKPD untuk mencatat "Beban Barang dan Jasa (sesuai rincian 

objek terkait)" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit 

dengan jumal: 

Jumal LO atau Neraca 

,Tanggal 

xxx 

Nomoi 
·Bukti·· 

xxx 

pengeluaran 

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja bahan 

pakai habis, belanja bahan/material, PPK-SKPD mencatat "Behan 

Persediaan" di debit dan "Kas di bendahara Pengeluaran" di kredit 

dengan jumal: 

Jumal LO atau Neraca 

XXX Kas di Bendahara 
pengeluaran 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, PPK

SKPD mencatat "Belanja Barang . dan Jasa (sesuai rincian objek 

terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan 

jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

· Tanggal 

xxx xxx 

.·Kode 
Rekening 

xxx 
'asa 

XXX Estimasi Perubahan 
SAL 

2. Belanja dan Beban Barang dan Jasa Menggunakan Mekanisme LS 

Pengakuan beban barang yang menggunakan mekanisme LS 

dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita 

Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD 

untuk mencatat "Behan Barang dan Jasa (sesuai rincian objek 

terkait)" di debit dan "Utang Belanja Barang dan Jasa ..... " di kredit 

dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 

xxx xxx 

Ko de 
Rekening 

xxx 
·asa 

XXX Utang belanja 
barang dan jasa 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban barang tersebut. Berdasarkan SP2D pelunasan utang beban 

tersebut, PPK-SKPD mencatat "Utang Belanja Barang ..... " di debit dan 

"RK PPKD" di kredit dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal • Nomor Kode 
· ·.· Bukti • Rekening 

xxx xxx xxx Utang belanja 
barang .... 

XXX RKPPKD 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, PPK

SKPD mencatat "Belanja (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan 

"Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 
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Jurnal LO atau Neraca 

Ko de 
.Rekening 

xxx 

XXX Estimasi Perubahan 
SAL 

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai bruto. 

3. Pengajuan Ganti Uang 

Kr edit 

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. 

SP2D GU -ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Kas di 

Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di kredit dengan 

jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 

xxx 

Nomor - Kode 
Bukti Rekening 

Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

XXX RKPPKD 

Kredit 

4. Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari 

satu tahun anggaran 

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya 

lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan 

beban oleh pemerintah daerah, PPK-SKPD akan mencatat "Beban 

Sewa" untuk mencatat beban tahun berkenaan dan "Beban Sewa 

Dibayar di Muka" untuk mencatat sisanya di debit dan "RK PPKD" di 

kredit dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

- Tanggal 

c. Pengembalian Beban 

Beban sewa di 
bayar di muka 

XXX RKPPKD 

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan 

dan mempengaruhi posisi kas, PPK-SKPD mencatat "Kas di Bendahara 

Pengeluaran" di debit dan "Beban (sesuai rincian objek yang terkait)" di 

kredit dengan jurnal : 
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Jurnal LO atau Neraca 

xxx 

Ko de 
Rekening 

XXX Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

Beban ..... . 

SISTEM AKlJNI' ANSI 

Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran, PPK-SKPD 

mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Belanja (sesuai rincian 

objek terkait)" di kredit dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor . Kode 
·· Bukti · .. Rekening 

xxx xxx xxx 

Belanja ..... . 

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang, PPK

SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi 

Akuntansi PPKD dimana Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas 

Daerah" di debit dan "Pendapatan Lainnya-LO" di kredit denganjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

·. Tanggal Nomor Kode 
Bukti : ~ekening 

xxx xxx xxx 

Pendapatan lainnya 
LO 

Kredit 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

"Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Lainnya-LRA" di 

kredit dengan jurnal: 

JurnalLRA 

.Tanggal 

xxx 

Nomor Kode 
Bukti. . Rekening 

xxx xxx 

Pendapatan lainnya 
LRA 
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H. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1. Ketentuan Umum 

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui 

proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan 

posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71Tahun2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 

Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Bagan berikut menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

. Merigisi Neraca 
Saldo sebelum Pellye~ ·· 

suaian 

Menyusun LRA;mem~ . 
· buatjumal penutup LRA · 

dan NS setelah Penutu~ · 

pa11 ~RA 

Menyusun 
l.aporan· 

Perubahan .• 
.Ekuitas · 

Membuat\ 
Jumal 

·Periyesuaian.· 

Menyusun LO, membuat 
jt.ir11al penutupan LOdari 

· NS setelah Penutupan LO 

Mellgisi Nerac~ . 
.. SaldoSet~lahPenye

suaian. 

. . . 

Menyusun Neraca, mem~ 

buatjurnal penutup akhir< 
dan NS akhii" · 

Menyusun· 

Catatari afas 
Laporan .•. 

Keuangan 
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2. Fungsi Terkait 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) 

b. Pengguna Anggaran 

3. Uraian Prosedur 

a. Menyiapkan Kertas Kerja 

PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk 

menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang 

digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja 

berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang 

dihasilkan secara manual. 

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang 

berkembang. lnformasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja 

adalah sebagai berikut: 

Ko de Neraca NS Setelah 
Uraian Penyesuaian 

Rekening Saldo (NS) Penyesuaian 

D K D K D K 

1. Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian 

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi 

neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom 

"Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

2. Membuat Jurnal Penyesuaian 

PPK-SKPD membuat jumal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan 

tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu 

dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat aknial. Jumal 

penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang 

terdapat pada Kertas Kerja. 

Jumal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: 

a. Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan 

b. Pencatatan jumal yang belum dilakukan 

c. Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir 

tahun. 
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3. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan 

jumal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah 

disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah 

Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

b. Menyusun Laporan Keuangan 

1. Menyusun LRA, membuat jumal penutup LRA, dan Neraca Saldo 

setelah Penutupan LRA 

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi SKPD 

mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan 

Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam "Laporan Realisasi 

Anggaran'. 

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga membuat 

jumal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun

akun LRA menjadi 0. Berikut ini contoh jumal penutup LRA 

a. Jumal Penutup untuk menutup jumal penganggaran yang dibuat 

di awal tahun anggaran 

Tanggal Nomor / Kode 
· Bukti Rekening 

xxx xxx xxx 

Estimasi 
endapatan 

b. Jumal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun 

surplus/ defisit-LRA 

· Tanggal Nomor Kode .· 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx 

Belanja 

Surplus/ defisit LRA 

c. Jumal Penutup untuk menutup akun surplus/ defisit-LRA pada 

akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi. 

Tanggal 

xxx xxx xxx 

Estimasi Perubah 
SAL 

Kredit 
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NO. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. 

Format LRA pendapatan dan belanja SKPD dapat dilihat secara 

lengkap di bagian akhir Kebijakan Akuntansi 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 
SKPD 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20XO 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN 
Anggaran Reallsasl 

(%) 
Reallsasl 

20X1 20X1 20XO 

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx 
Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx lOOC xxx 
Lain-lain PAD yang Sah xxx lOOC lOOC xxx 

Jumlah Pendapatan Asll Daerah xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx xxx 

BELANJA 
BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai xxx xxx xxx xxx 
Belanja Barang xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Belanja Operas! xxx xxx xxx xxx 

BELANJA MODAL 

Belanja Tanah xxx xxx lOOC xxx 
Belanja Peralatan dan Masin xxx xxx xxx xxx 
Belanja Gedung dan Bangunan lOOC xxx lOOC xxx 
Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan xxx xxx xxx xxx 
Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xxx xxx 
Belanja Aset Lainnya xxx xxx xxx xxx 

Jumlah Belanja Operasl xxx xxx xxx xxx 

JUMLAH BELANJA xxx xxx xxx xxx 

SURPLUS/DEFIS IT xxx xxx xxx xxx 

2. Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan 

LO 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD 

mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan 

Operasional untuk kemudian disajikan dalam Laporan Operasional. 

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat 

jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun 

LO menjadi 0. 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut ini contoh 

jurnal penutup LO. 
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Tanggal Nomor Kode 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx 

Surplus /Defisit 
.... LO 

Be ban 

Format Laporan Operasional dapat dilihat secara lengkap di bagian akhir 

Kebijakan Akuntansi 

3. Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo 

akhir 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi SKPD 

membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi 

SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus 

(Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal penutup akhir. 

Ko de 
J.~ekening 

xxx 

Ekuitas 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi 

Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. 

Format Neraca dapat dilihat secara lengkap di bagian akhir Kebijakan 

Akuntansi 

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas 

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas 
menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode 
berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Opersional yang 
telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan 
menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. 
Format laporan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat secara lengkap 

di bagian akhir Kebijakan Akuntansi 

5.Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: 
a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 
b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 
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c. lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 
target; 

d. lnformasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Rincian 
dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar 
muka laporan keuangan; 

e. Informasi yang diharuskan oleh Pemyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan;dan 

f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang 
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 
Format Catatan Atas Laporan Keuangan dapat dilihat secara 

lengkap di bagian akhir Kebijakan Akuntansi 

2. SISTEM AKUNTANSI PPKD 

Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah sebuah entitas 

akuntansi, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah . Selain itu, sub sistem akuntansi PPKD ini juga melaksanakan fungsi 

sebagai konsolidator yang mencatat akun-akun (rekening) kontrol selama periode 

pelaksanaan anggaran dan melakukan penyusunan laporan konsolidasi di akhir 

tahun. 

SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk 

mengelola keuangan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran transaksi yang terjadi 

di SKPKD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu: transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD, dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD pada level Pemerintah Daerah seperti 

pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Termasuk 

transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang jangka 

panjang. 

Tata cara dan perlakuan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah sebagai SKPD mengikuti tata cara dan perlakuan akuntansi seperti SKPD 

lainnya. Pada prosedur ini akan dijelaskan ta.ta cara dan perlakuan akuntansi 

bagi Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD 

yang berfungsi menjalankan transaksi-transaksi oleh (pada level) pemerintah 

daerah, meliputi: 

1. Sistem Akuntansi Anggaran PPKD 

2. Sistem Akuntansi Pendapatan, 

3. Sistem Akuntansi Belanja dan Behan PPKD 

3. Sistem Akuntansi Asset PPKD 
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4. Sistem Akuntansi Kewajiban PPKD, 

5. Sistem Akuntansi Pembiayaan PPKD 

6. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD 

7. Jurnal Buku Besar dan Neraca Saldo PPKD 

8. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD 

9. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah. 

A. Sistem Akuntansi Anggaran PPKD 

Pencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan sistem 

akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk 

merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (SAL). Estimasi perubahan SAL ini juga merupakan akun 

antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. 

Di dalam neraca, estimasi perubahan SAL merupakan bagian ekuitas SAL. 

1. Fungsi terkait 

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas pokok dan 

fungsi menandatangani dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 

b. Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat 

transaksi anggaran sesuai dokumen sah ke Buku Jurnal. 

2. Dokumen Yang digunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA

PPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD) 

3. Uraian Prosedur 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yang sudah dibuat oleh 

PPKD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan kepada fungsi 

akuntansi PPKD. Berdasarkan DPA PPKD tersebut, fungsi akuntansi PPKD 

kemudian akan mencatat "Estimasi Pendapatan" di debit sebesar total 

anggaran pendapatan, "Estimasi Penerimaan Pembiayaan" di debit sebesar 

total anggaran penerimaan pembiayaan, "Apropriasi Belanja" di kredit 

sebesar total anggaran belanja dan "Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan" di 

kredit sebesar total anggaran pengeluaran pembiayaan. Selisih antara 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat sebagai "Estimasi 

Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 
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Kredit · 

Estimasi pendapatan xxx 

Estimasi penerimaan pembiayaan xxx 

Estimasi perubahan SAL xxx 

Apropriasi belanja xxx 

Apropriasi pengeluaran pembiayaan xxx 

Jurnal atas transaksi tersebut akan menjadai angka laporan dalam kolom 

anggaran di Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Dalam melakukan akuntansi anggaran, PPKD diperbolehkan untuk tidak 

melakukan jurnal akuntansi anggaran. Namun demikian, prosedur harus 

dikelola dalam sebuah sistem sehingga ni1ai mata anggaran untuk setiap 

kode rekening muncul dalam buku besar, Neraca Saldo, laporan realisasi 

anggaran. 

B. Sistem Akuntansi Pendapatan PPKD 

1. Fungsi Terkait 

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD mempunyai 

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

1. Menandatangani dan mengesahkan dokumen Surat Ketetapan Pajak; 

2. Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi 

akuntansi PPKD 

b. Fungsi akuntansi PPKD mempunyai tugas pokok dan funsi sebagai 

berikut: 

1. Mencatat transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti yang sah 

dan valid ke bukujurnal LRA dan bukujurnal LO dan Neraca; 

2. Melakukan posting jurnal transaksi /kejadian pendapatan Lo dan 

pendapatan LRA ke buku besar masing-masing rekening (rincian 

obyek); 

3. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Laporan 

Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Neraca, Laporan arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Fungsi Kuasa Bendahara Daerah (Bendahara PPKD) mempunyai tugas 

pokok dan fungsi sebagai berikut : 

1. Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke 

dalam buku kas penerimaan; 

2. Membuat Rekapilasi Penerimaan Harian yang bersumber dari 

pendapatan; 
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3. Membuat mengesahkan bukti penerimaan atas penyetoran yang 

masuk ke rekening kas umum daerah. 

2. Dokumen yang digunakan 

1. Nota Kredit dari Bank atas penerimaanjasa giro /deposito; 

2. Peraturan Presiden tentang penetapan Dana Alokasi Umum ; 

3. Peraturan Menteri Keuangan atau dokumen lain yang dipersamakan 

atas penetapan dana perimbangan; 

4. Peraturan gubernur yang mengatur tentang bagi hasil pajak provinsi, 

pajak lain dan sumber daya alam; 

5. Bukti Memorial 

3. Uraian prosedur 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Pendapatan Pajak 

Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas diterima di kas daerah 

dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran pajak. Fungsi 

akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan 

"Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan 

jurnal: 

xxx 

Pendapatan 
pajak .... LO 

Dalam hal pada akhir tahun terdapat surat ketetapan pajak yang 

belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai 

penambah Pendapatan Pajak-LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

"Piutang Pajak Daerah" di debit dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai 

rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal: 

·Tanggal 

xxx xxx 

.... Kode 
Rekening 

xxx 

Pendapatan 
pajak .... LO 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Pajak

LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal: 
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Tanggal Nomor .· Kode 

xxx 

Bukti Rekenirig . . . · 

XXX Estimasi perubahan 
SAL 

Pendapatan 
pajak .... LRA 

2. Hasil Eksekusi Jaminan 

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan 

dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, 

kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga 

menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk mengakui utang 

jaminan mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan ''Utang 

Jaminan" di kredit denganjurnal: 

Tanggal 

Utangjaminan 

Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD 

akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah 

disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial 

terkait eksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi oleh PPKD. 

Berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD 

melakukan pencatatan ''Utang Jaminan" di debit dan "Pendapatan 

Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Nomor Kode ·•Uraian 
· · Bukti Rekenirig 

xxx xxx XXX Utangjaminan 

Pendapatan hasil 
eksekusijaminan -LO 

Kredit. 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Hasil 

Eksekusi Atas Jaminan-LRA." di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Nomor · Kode .·uraian 
· Bukti Rekening 

xxx xxx Estimasi perubahan SAL 

Pendapatan hasil 
eksekusi jaminan -
LRA 

Debit< Kredit 

40 



PEMERINTAH KOTA SINGKAW ANG SISTEM AKUNf ANSI 

b. Pendapatan Transfer 

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan ·dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

dan/atau pemerintah provinsi. Namun demikian penetapan tersebut 

belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat 

kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang 

diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan 

pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas 

pada Rekening Kas Umum Daerah; Dalam kasus ini, Fungsi Akuntansi 

PPKD akan mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan 

Transfer-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit denganjurnal: 

Tanggal. 

xxx xxx xxx Kas di kas daerah 

Pendapatan transfer 
.. LO 

W alaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat 

terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait 

dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan. 

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat "Piutang Pendapatan" di debit 

dan "Pendapatan Transfer-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit 

dengan jurnal: 

. Tanggal Nomor 
. .. . Bukti 

xxx xxx xxx 

Pendapatan transfer 
.. LO 

Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari 

pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka Rekening Kas 

Umum Daerah akan mengeluarkan Nota Kredit untuk PPKD. 

Berdasarkan Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat 

"Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang Pendapatan Transfer (sesuai 

rincian objek terkait)" di kredit denganjurnal: 
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·Kode···•· 

Piutang pendapatan 
transfer ... 

SISTEM AKUNrANSI 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan 

transfer, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" 

di debit dan "Pendapatan Transfer-LRA (sesuai rincian objek terkait)" di 

kredit dengan jumal: 

Pendapatan trnsf er 
.•.. LRA 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

1. Pendapatan Hibah 

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan 

dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan 

persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu 

Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan 

dengan diterimanya kas pada RKUD dengan mencatat "Kas di Kas 

Daerah" di debit dan "Pendapatan Hibah-LO" di kredit denganjumal: 

Pendapatan hibah- L 

Selain itu, karena hibah yang diterima berupa uang merupakan 

realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi 

Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Hibah-LRA" di kredit 

dengan jumal: 

Tanggal . Nomo.r 
Bukfr 

xxx xxx xxx 

•·Urafan· 

Pendapatan hibah
LRA 
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Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi 

PPKD mencatat "Aset Tetap" di debit dan "Pendapatan Hibah-LO" di 

kredit dengan jurnal: 

Tanggal: 

xxx 

Pendapatan hibah- L 

2. Pendapatan Non Operasional - Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO 

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada PPKD berasal dari aktivitas 

pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam 

pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi 

terse but. 

Untuk transaksi pelepasan investasi, berdasarkan dokumen 

transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas 

di Kas Daerah" di debit serta "Surplus Pelepasan Investasi Jangka 

Panjang - LO" dan "Investasi ... " di kredit dengan jurnal: 

Surplus pelepasan 
investasi jangka 
panjang 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap penerimaan 

pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan 

SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di kredit dengan jumal: 

Tanggal 

Penerimaan 
Pembiayaan 

3. Pendapatan Non Operasional - Surplus Penyelesaian Kewajiban 

Jangka Panjang 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena 

harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah 
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dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban 

terse but. 

Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan 

menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya 

surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan mencatat 

"Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)" di debit 

serta "Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang .... -LO" dan 

"Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jumal: 

Tanggal . Kode 
.. .Rekening · 

XXX XXX Kewajiban jangka 
panjang ... 

Surplus penyelesaian 
kewajiban jangka 
panjang ... LO 

Kas di kas daerah 

Sebagai transaksi realisasi anggaran karena pelunasan kewajiban 

tersebut merupakan pengeluaran pembiayaan, Fungsi Akuntansi 

PPKD mencatat "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan "Estimasi 

Perubahan SAL" di kredit dengan jumal: 

:xxx 

Estiniasiperubahan 
SAL 

C. Sistem Akuntansi Belanja dan Behan PPKD 

Dalam sistem penganggaran APBD terdapat beberapa jenis belanja dikelola 

langsung oleh PPKD yaitu belanja hibah, belanja bunga, belanja bantuan 

keuangan dan belanja bantuan sosial.Belanja-belanja tersebut di 

administrasikan dan di kelola oleh PPK-PPKD dengan sistem akuntansi 

belanja dan beban PPKD ini dan pencatannya dilaksanakan oleh fungsi 

akuntansi PPKD 

1. Fungsi Terkait 

a. Pejabat Penata Usahaan Keuangan PPKD, mempunyai tugas pokok dan 

fungsi sbb: 

1. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan atas belanja 

hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja yang tertuang 

dalam DPA-PPKD lainnya. 

2. 
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3. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) PPKD 

4. Meminta dan mengadministrasikan Laporan pertanggungjawaban 

atas penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan 

keuangan 

b. Kuasa Bendahara Umum Daerah ( Bendahara PPKD), mempunyai 

tugas pokok dan fungsi : 

1. Mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku kas 

pengeluaran ; 

2. Membuat posisi harian kas 

3. Menerbitkan SP2D 

c. Fungsi Akuntansi PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi: 

1. Mencatat transaksi pendapatan dan berdasarkan bukti-bukti yang 

sah dan valid ke bukujurnal LRA dan bukujurnal LO dan Neraca; 

2. Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

pendapatan LRA ke buku besar masing-masing rekening ( rincian 

obyek); 

3. Menyusun laporan Keuangan, yang terdiri dari laporan LRA , 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, laporan Perubahan 

Ekuitas , Neraca, Laporan Aius Kas dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

4. PPKD selaku BUD, mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1. Menanda tangani SPM-LS PPKD; 

2. Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi 

akuntansi PPKD 

2. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan 

akuntansi belanja dan beban PPKD adalah sebagai berikut : 

1. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Hibah, Subsidi, bantuan 

Keuangan dan Bantuan Sosial 

2. Nota Debet dari Bank; 

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

4. Bukti Memorial atau dokumen lain yang dipersamakan; 

3. Uraian Prosedur 

a. Behan Bunga 

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD 

membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk 

diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial untuk pengakuan 

beban tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan "Behan 

Bunga" di debit dan "Utang Bunga" di kredit dengan jurnal: 
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xxx 

Utang bunga 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban bunga tersebut. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk 

pelunasan utang bunga tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

''Utang Bunga" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Debit Kredit 

xxx xxx xxx Utang bunga 

Kas di kas daerah 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja bunga, Fungsi 

Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Bunga" di debit dan "Estimasi 

Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Nomor 
Bukti···· 

xxx xxx 

b. Beban Subsidi 

Estimasi peru bahan 
SAL 

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan 

prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, Fungsi Akuntansi PPKD 

menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah 

diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi 

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban Subsidi'' di debit dan "Utang 

Belanja Subsidi" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Nomor 
Bukti 

xxx xxx xxx 

Utang belanja subsidi 
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Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk 

pelunasan utang subsidi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

"Utang Belanja Subsidi" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit 

dengan jurnal: 

xxx 

Kas di kas daerah 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja subsidi, Fungsi 

Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Subsidi" di debit dan "Estimasi 

Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

. Tanggal 

xxx 

c. Behan Hibah 

Estimasi Perubahan 
SAL 

PPKD dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Lain/Perusahaan 

Daerah/Masyarakat/ Ormas bersama-sama melakukan 

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pengakuan 

beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran 

belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat 

ditentukan berdasarkan NPHD karena mengingat masih perlu 

ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen pencairan. Untuk itu atas 

pengakuan beban hibah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Behan 

Hibah" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit denganjurnal: 

Tanggal · Nomor Kode 
Bukti : Rekening 

xxx xxx xxx 

Kas di kas daerah 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap Belanja Hibah, Fungsi 

Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Hibah" di debit dan "Estimasi 

Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

··.·Tanggal Nomor · Kode 
Bukti . Rekening 

xxx xxx xxx 

c. Behan Bantuan Sosial 

Estimasi perubahan 
SAL 

Realisasi Behan Bantuan Sosial dilakukan melalui proses 

penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D pembayaran beban 

bantuan sosial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Behan 

Bantuan Sosial" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan 

jurnal: 

Tanggal Kode 
. Rekening 

xxx xxx xxx 

Kas di kas daerah 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja bantuan 

sosial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Bantuan 

Sosial" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Estimasi Perubahan 

· SAL" di kredit dengan jurnal: 

· Tanggal 

xxx xxx 

d. Beban Transfer 

Ko de 
Rekening 

xxx 

Estimasi perubahan 
SAL 

Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran dana transfer 

dari RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penetapan 

belanja transfer yang terkait. Fungsi Akuntansi PPKD membuat 

pengakuan beban transfer berdasarkan bukti penyaluran memorial 

tersebut. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Behan transfer" di debit 

dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal: 
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Tanggal · Nomor . Kode 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx 

Kas di kas daerah 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi transfer 

tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Transfer (sesuai rincian 

objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan 

jurnal: 

Tanggal 

xxx 

D. Akuntansi Aset PPKD 

Estimasi perubahan 
SAL 

Sistem akuntansi PPKD dimaksudkan adalah sistem akuntansi atas investasi 

jangka pendek maupun jangka panjang meliputi perolehan investasi, hasil 

investasi dan pelepasaan investas, yang didasarkan bukti/ dokumen valid. 

1 . Fungsi terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas dan fungsi 

1. Mencatat transaksi dan investasi (pembiayaan) berdasarkan bukti

bukti yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO 

dan Neraca; 

2. Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian investasi (pembiayaan) 

dan pembiayaan LRA ke Buku Besar Masing-masingrekening (rincian 

obyek); 

3. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari laporan realisasi 

anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan 

b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas : 

1. Menandatangani SPM-LS PPKD 

2. Menandatangai laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi 

akuntansi PPKD 

c. Kuasa BUD mempunyai tugas : 

1. Mengesahkan penerimaan kembali investasi (nota kredit dan STS); 

2. Menerbitkan SP2D-LS untuk penyertaan modal dan investasi. 
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2. Dokumen yang digunakan 

1. Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Investasi atau 

dokumen lain yang dipersamakan 

2. SP2D-LS 

3. Surat Tanda Setoran (STS); 

4. Nota Kredit dari Bank; 

5. Bukti Memorial 

3. Uraian prosedur 

a. Perolehan Investasi 

1. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) 

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi 

Jangka Pendek, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Investasi Jangka 

Pendek. .... " di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal: 

Tangga} Namar Kade 
Bukti. Rekening 

xxx xxx xxx 

Kas di kas daerah 

2. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang) 

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam 

peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi 

Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar 

pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi 

akuntansi PPKD mencatat "Investasi Jangka Panjang ..... " di debit 

dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal .. Kade. . Kredit ·· 
Rekening 

xxx 

Kas di kas daerah 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap pengeluaran 

pembiayaan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

"Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL'' di 

kredit dengan jurnal: 

50 



PEMERINTAll KOTA SINGKA WANG SISTEM AKUNl'ANSI 

. Tanggal · Kode Kredit 
, Rekenirig 

xxx xxx 

Estirnasiperubahan 
SAL 

b. Hasil Investasi 

1. Hasil Investasi Jangka Pendek 

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. 

Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan 

pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga 

pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi. 

2. Hasil Investasi Jangka Panjang 

a. Metode Biaya 

xxx 

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak 

mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh 

perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang 

dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui 

jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. 

Selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Piutang Lainnya" 

di debit dan "Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan - LO" di kredit dengan jumal: 

Pendapatan hasil 
pengelolaan kekayaan 
daerah yang di 
pisahkan-LO 

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai 

kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

"Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang Lainnya" di kredit 

dengan jumal: 

· Kode. 

xxx 

Piutang lainnya 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD 

juga mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan 

"Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan - LRA" di kredit dengan jumal: 

Pendapatan basil 
pengelolaan kekayaan 
daerahyang 
dipisahkan-LRA 

b. Metode Ekuitas 

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat 

mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode 

berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki 

pemerintah daerah. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

"Investasi." ... " di debit dan "Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Kode · · 
~ekening 

xxx xxx 

Pendapatan basil 
pengelolaan kekayaan 
daerah yang di 
pisahkan-LO 

Pada saat perusahaan membagikan dividen, Fungsi Akuntansi 

PPKD akan mencatat penerimaan dividen tersebut pada "Kas di 

Kas Daerah" di debit dan "Investasi.. ... " di kredit denganjurnal: 

.Tanggal· · D.ebit ·· 

Investasi ..... 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD 

juga mencatat "Estimasi Perubahan SAL'' di debit dan 

"Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan - LRA" di kredit dengan jumal: 
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Tanggal 

xxx 

Pendapatan hasil 
pengelolaan 
kekayaan 
daerahyang 

c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang· (misal 

pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi 

Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan 

"Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO" di kredit dengan jurnal: 

Nomor ·Kade 
· Bukti · Rekening 

xxx xxx 

Pendapatan bunga 
dana bergulir-LO 

·Kredit · 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat pendapatan LRA "Estimasi Perubahan SAL" di debit 

dan "Pendapatan Bunga - LRA" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Nomor. ; Kode 
R~kening Bukti. 

xxx xxx 

c. Pelepasan Investasi 

xxx 

Pendapatan bunga
LRA 

1. Pelepasan Investasi Jangka Pendek 

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan Dokumen 

Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

"Kas di Kas Daerah" di debit serta "Pendapatan Bunga-LO" dan 

"Investasi Jangka Pendek" di kredit denganjurnal: 

Tanggal 

xxx 

Nomor 
Bukti 

xxx XXX Kas di kas daerah 

Pendapatan bunga
LO 
Investasi jangka 
pendek 

xxx 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat "Estimasi Perubahan SAL'' di debit dan "Pendapatan 

Bunga-LRA" di kredit denganjurnal: 

.Tanggal Nomor 
Bukti·•· 

xxx 

Pendapatan bunga
LRA 

2. Pelepasan Investasi Jangka Panjang 

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, 

berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi 

Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit serta 

"Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO" dan "Investasi 

Jangka Panjang" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal 

xxx 

Nomor. : · Kode 
Bukti . : Rekening 

xxx XXX Kas di kas daerah 

Surplus pelepasan 
investasi jangka 
panjang-LO 
Investasi jangka 
panjang 

xxx 

xxx 

xxx 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat "Estimasi Perubahan SAL'' di debit dan "Penerimaan 

Pembiayaan" di kredit sebesar nilai kas yang diterima dengan jurnal: 

xxx xxx 

E. Sistem Akuntansi Dana Cadangan 

Penerimaan 
pembiayaan 

· · Kredit 

xxx 

Sistem akuntansi Dana Cadangan merupakan teknik pertangungjawaban 

pengendalian akuntansi yang digunakan atas pembentukan dana cadangan, 

pengelolaan dan pencatatan hasil investasi dana cadangan, dan pencairan 

dana cadangan . 

1. Fungsi Terkait 

a. PPK-PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi 

1. Mencatat transaksi/kejadian lain berdasarkan bukti-bukti yang 

sah ke dalamjurnal umum 
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2. Menyusun jurnal-jurnal transaksi ke dalam buku besar masing

masing (rincian obyek) 

3. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan. 

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan 

b Kuasa BUD mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1. Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan 

reklasifikasi dana cadangan; 

2. Menerbitkan SP2D pengeluaran pembiayaan; 

3. Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh 

fungsiakuntansiPPKD 

c. PPKD mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan 

2. Dokumen yang digunakan 

a. Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan dana cadangan ; 

b Surat Perintah Pencairan dana (SP2D)-LS sebagai dokumen pencairan 

/transfer pemindahan dari Rekening Kas umum daerah ke rekening 

dana cadangan; 

c. Dokumen perintah pencairan dana cadangan ke rekening kas umum 

daerah; 

d. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan;dan 

e. Dokumen lain yang terkait dengan dana cadangan 

3. Uraian prosedur 

Jurnal yang dipergunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan PPKD 

di kelompokkan : 

a. Pembentukan dana cadangan 

dasarkan peraturan Daerah tentang Dana cadangan PPKD 

memerintahkan pejabat Penatausahaan PPKD untuk menyiapkan 

SPP/SPM-LS pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk 

membentuk dana cadangan, pembentukan dana cadangan diakui 

ketika BUD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana 

cadangan. Berdasarkan SP2D-LS dari Bendahara Umum daerah, PPK

PPKD membuat jurnal 

Kas di kas daerah 

Pengeluaran 
pembiayaan 

Perubahan SAL 

xxx 

:xxx 

xxx 
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b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 

Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portopolio 

dicantum,kan dalam dana cadangan pada lampiran Rancangan 

Peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan hasil atas pengelolaan 

dana cadangan misalnya berupa jasa giro/ bunga diperlakukan sebagai 

penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil 

pengelolaan dana cadangan diakui pada saat terjadi aliran dana masuk 

ke rekening cadangan, Pada saat di terima nota kredit dari Bank terkait 

penerimaanjasa giro/bunga atas dana cadangan, PPK-PPKD membuat 

jurnal: 

Tanggal Nomor. .·Kode ··· ·· Uraian . Debit · Kredit 
Bukti ·. ·•Rekening .• 

. ,' ·- .· .. 

xxx xxx xxx Dana cadangan xxx 

Jasa giro dana xxx 
cadangan -LO 

Perubahan SAL xxx 

Jasa Giro dana xxx 
Cadangan LRA 

c. Pencairan Dana Cadangan 

apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan 

yang dimaksudkan maka BUD akan membuat surat perintah 

pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke kas umum daerah. 

Berdasarkan surat perintah pencairan dana cadangan dan nota kredit 

dari bank, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal : 

Tanggal Nomor · .. ···.Kode Uraian 
.. 

Debit Kredit· 
Bukti .. · Rekening. 

•.· > :: . .. . 

xxx xxx xxx Kas di kas daerah xxx 

Dana Cadangan •.. xxx 

Perubahan SAL xxx 

Penerimaan pembiayaan xxx 
pencairan dana cadangan 

56 



PEMERINTAH KOf A SINGKA WANG SISTEM AKUNTANSI 

F. Sistem Akuntansi Kewajiban PPKD 

Sistem akuntansi kewajiban PPKD merupakan teknik pertangungjawaban 

pengendalian akuntansi yang digunakan atas penerimaan utang, pembayaran 

utang, dan reklasifikasi utang 

1. Fungsi Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi 

1. Mencatat transaksi/kejadian lain berdasarkan bukti-bukti yang sah 

ke dalam jurnal umum 

2. Menyusun jurnal-jumal transaksi ke dalam buku besar masing

masing (rincian obyek) 

3. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan 

b. Kuasa BUD mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1. Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan 

reklasifikasi utang; 

2. Menerbitkan SP2D pengeluaran pembiayaan; 

3. Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh 

fungsiakuntansiPPKD 

c. PPKD mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan 

· 2. Dokumen yang digunakan 

a. Peraturan Kepala Daerah ; 

b. Surat Perjanjian utang/ pinjaman ; 

c. Nata Kredit dari bank; 

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS 

e. Bukti Memorial atau dokumen lain yang dipersamakan 

3. Uraian prosedur 

a. Penerimaan Utang 

Berdasarkan Nata Kredit yang menunjukkan telah masuknya 

penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi 

PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat 

jumal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Kewajiban Jangka Panjang 

(sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jumal: 

Tanggal 

xxx 

Kewajiban jangka 
panjang 

xxx 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi penerimaan 

pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan 

SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Nomor 
•Bl.l.kti .. 

xxx 

b. Pembayaran Kewajiban 

Penerimaan 
pembiayaan 

xxx 

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses 

penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD mencatat "Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian 

objek terkait)" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit denganjurnal: 

Tanggal 

xxx 

Nomor Kode 
B\lkti •.. · R(!kening 

xxx XXX Kewajiban jangka 
anjang ... 

Kas di kas daerah xxx 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pengeluaran 

pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat "Pengeluaran 

Pembiayaan" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan 

jurnal: 

•.•... Kode . 
.. R,ekenillg 

XXX Pengeluaran pembiayaan 

c. Reklasifikasi Utang 

Estimasi perubahan 
SAL 

·.Kredit 

xxx 

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD 

menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka 

panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, 

bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD 

untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat 

"Kewajiban Jangka Panjang" di debit dan "Bagian Lancar Utang 

Jangka Panjang" di kredit dengan jurnal: 
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Bagian lancar utang 
jangka panjang 

G. Sistem Akuntansi Pembiayaan PPKD 

SISTEM AKUNIANSI 

Kr edit 

xxx 

Sistem akuntansi pembiayaan adalah merupakan teknik pertanggungjawaban 

pengendalian akuntansi yang digunakan atas penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan. 

Pembiayaan (f'mancing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik 

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima 

kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup 

defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. 

1. Fungsi Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1). Mencatat transaksi/kejadian berdasarkan bukti-bukti ke sah ke 

jumal umum 

2). Memposting jumal-jumal ke dalam buku besar masing-masing 

rekening (rincian obyek) 

3). Menyusun laporan keuangan 

b. Kuasa bendahara Umum Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi : 

1). Meyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan 

reklasifikasi utang; 

2). Menerbitkan SP2D pengeluaran pembiayaan 

3) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi 

PPKD 

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)memiliki menandatangani 

laporan 

2. Dokumen yang digunakan 

a. Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang terkait dengan transaksi 

pembiayaan 

b. Naskah Perjanjian Kredit atau dokumen yang dipersamakan 

c. SP2D-LS 

d. Nota kredit 

e. Dokumen lain yang terkait. 

3. Uraian Prosedur 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasamya merupakan 

akuntasi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan 

ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan 
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kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka . panjang. 

Akuntansi ini akan menjadi sebuah jumal komplementer yang 

melengkapi jumal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan 

utang dan transaksi lainnya yang sejenis. 

Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan 

"Kewajiban Jangka Panjang" di kredit dengan jumal: 

Tanggal Nomor •. Kode . 
Bukti Rekening · · · 

xxx xxx xxx 

Kewajiban jangka 
panjang 

xxx 

xxx 

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi akuntansi PPKD mencatat 

"Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di 

kredit dengan jurnal: 

Tanggal 

xxx 

.Nomor Kode 
Bukti Rekening 

xxx XXX Estimasi perubahan SAL 

Penerimaan 
Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

xxx 

xxx 

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD, 

akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga 

merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran 

pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya 

pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka 

panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang 

melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran 

utang dan transaksi lainnya yang sejenis. 

Fungsi akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari 

bank atau lembaga keuangan pada "Kewajiban Jangka Panjang'' di debit 

dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jumal: 

Tanggal. Nomor 
Bukti 

xxx xxx XXX Kewajiban jangka panjang XXX 

Kas di kas daerah xxx 
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Berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi, PPKD, Fungsi 

akuntansi PPKD mencatat "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan 

"Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

Tanggal Nomor 
Bukti 

xxx 

Estimasi perubahan 
SAL 

H. Jumal Koreksi dan Penyesuaian PPKD 

xxx 

Adalah merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan 

telah di posting ke dalam buku besar . Dalam hal terjadi kesalahan 

pencatatan maka harus segera dikoreksi dan dilakukan penyesuaian . 

Contoh kesalahan: kesalahan pembebannan akun, kesalahan nominal dll. 

1. Fungsi Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

b. PPKD 

2. Uraian prosedur 

a. Koreksi kesalahan pencatatan 

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, 

berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi 

PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan. 

Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh PPKD dan 

kemudian digunakan sebagai dasar Fungsi Akuntansi PPKD untuk 

membuat koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, 

transaksi beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. 

Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, Fungsi Akuntansi 

PPKD mencatat "Behan Hibah" di debit dan "Behan Subsidi" di kredit 

dengan jurnal: 

Tanggal 

xxx xxx XXX Behan hibah 

Beban subsidi xxx 

saat bersamaan terhadap koreksi atas realisasi belanja, Fungsi 

Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Hibah" di debit dan "Belanja 

Subsidi" di kredit dengan jurnal 
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Tanggal Nomor Kode 
·· Bukti · Rekening 

xxx xxx 

Belanja subsidi xxx 

b. Behan Penyisihan Piutang 

Da1am metode penyisihan (Allowance method), setiap akhir tahun 

berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang 

pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan 

membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat "Behan Penyisihan Piutang" di debit dan "Penyisihan 

Piutang ... " di kredit dengan jurnal: 

· Tcinggal Nomor :>Kode 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx 

Penyisihan piutang xxx 

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan 

Piutang, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Penyisihan Piutang ... "di 

debit dan "Piutang ... " di kredit denganjurnal: 

· · Tanggal: Nomor Kode 
· · · Buktl Rekening 

xxx xxx xxx 

Piutang ....... xxx 

I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo PPKD 

1. Jurnal 

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang 

dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. 

Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD se~uai 

dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Contoh format 

buku jurnal yang digunakan Pemerintah Kata Singkawang, sebagai 

berikut: 
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2. Buku Besar 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

BUKU JURNAL 

PPKD 

SlSTEM AKUNl'A.1\ISI 

Halaman: 

Singkawang ........ , 

Fungsi Akuntansi PPKD 

(nama lengkap) 

NIP. 

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jumal adalah 

posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem

posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku 

jumal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

KODE REKENING 

NAMA REKENING 

PAGU APBD 

PAGU PERUBAHAN APBD 

Tanggal .Uraian 

L 2 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

BUKUBESAR 

PPKD 

...• 
Ref 

I• D.ebit .. 

1· 3 4 . . .. 

.. 
Kredit · 

· . 

.5 
.. . 

.. . . 

Singkawang, ........... .. 

Fungsi Akuntansi PPK 

(nama lengkap) 

NIP. 

Sal do 

6 
· .. •· 
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3. Neraca Saldo 

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan 

laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo. 

Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening 

beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

NERACA SALDO PPKD 

PER TANGGAL ........ . 

Halaman ... 

Singkawang, 

Fungsi Akuntansi PPKD 

(nama lengkapl 

NIP. 

H. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD 

1. Ketentuan Umum 

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui 

proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi Akuntansi 

PPKD. Jumal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi 

keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dari ·7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD 

sebagai entitas akuntansi, yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

e. Catatat atas Laporan Keuangan (CaLK) 
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Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan 

PPKD: 

2. Fungsi Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

b. PPKD 

3. Uraian prosedur 

M~ngisi N eraca Saldo SKPD · 
. .. danPPKD . . . 

Meliyiapbii Kertaa Kerja KoasoHdasl . 

Membuat 
.Jurnai 

·Etiminasi 

Meinbuat .· 
.. Neraea· .. 

SaidoPemda 

Me1lyWl11ii Lap0nui KeullDgaU: Koosolldaar 

Menyusun LRA; 
membuat jurnaI 

penutup LRA dari NS Setelah 
PenutupanLRA · 

Menyusun Laporan 
.. Perubahan SAL 

Menyusun LO, 
membuatjurnal penutup LO · 
. .. dan: NS Setelah. . 

.· Penutup~ LO· 

Menyusun Laporan Peruba~ 
han.Ekuitas · 

M~nyust.m cataian atas La-
.. · poran K:euangan 

a. Menyiapkan Kertas Kerja 

Meiiyi.isun Neraca; rnembuat 
jumal penutupakhirdan NS 
· . ·· akhir. · · 

· .. Menyusun · Laporan 
·Arus KaS · 

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai 

alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat 

bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. 

Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan 

keuangan yang dihasilkan secara manual. 
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Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang 

berkembang. Informasi minimal yang harus ada dalam format kertas 

kerja tercantum dalam tabel sebagai berikut: 

Ko de Neraca NS Setelah 
Uraian Penyesuaian 

Rekening Saldo (NS) Penyesuaian 

D K D K D K 

1. Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian 

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku 

besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut 

diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

2. Membuat Jurnal Penyesuaian 

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini 

dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada 

akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang 

bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam 

kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: 

a. Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan 

b. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan 

c. Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir 

tahun 

3. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo 

berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumny,a. Nilai 

yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah 

Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

b. Menyusun Laporan Keuangan 

1. Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo 

setelah Penutupan LRA 

Berdasarkan N eraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi 

PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen 
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Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam "Laporan 

Realisasi Anggaran". 

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD 

membuat jumal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat 

nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jumal penutup tersebut dilakukan 

dalam 3 ta.hap, sebagai berikut: 

a). Jurnal Penutup untuk menutup jumal penganggaran yang dibuat 

di awal tahun anggaran 

Tanggal 

xxx 

Ko de 
.·Rekening 

xxx 

propriasi pengeluaran 
embia aan 

Estimasi perubahan SAL 

Estimasipendapatan 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

b). Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun 

surplus/ defisit - LRA 

xxx xxx xxx Pendapatan-LRA xxx 

Penerimaan pembiayaan xxx 

Belanja xxx 

Pengeluaran pembiayaan xxx 

Surplus /defisit-LRA xxx 

c). Jumal Penutup untuk menutup akun surplus/ defisit - LRA pada 

akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi. 

Tanggal Nomor 
Bukti. 

xxx xxx 

Estimasi perubahan SAL xxx 

Kemudian setelah membuat jumal penutup, Fungsi Akunt.allsi PPKD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. Format LRA PPKD 

dapat dilihat secara lengkap di bagian akhir Kebijakan Akuntansi 

67 



PEMERINTAHKOTASINGKAWANG SISTEM AKUNTANSI 

2.Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah 

Penutupan LO 

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang· termasuk 

dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat 

Laporan Operasional. 

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD 

membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat 

nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LO . 

. Tanggal 

xxx xxx 

Ko de 
Rekening 

XXX Pendapatan 

Surplus/Defisit ... LO 

Be ban 

xxx 

xxx 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi 

PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Format 

Laporan Operasional PPKD dapat dilihat secara lengkap di bagian 

akhir Kebijakan Akuntansi. 

3.Menyusun Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi 

PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, 

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk 

menutup akun Surplus/Defisit ... -LO ke akun Ekuitas. Berikut 

contoh jurnal penutup akhir. 

·· Tanggal .Uraian· 

xxx 

Ekuitas xxx 

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD 

menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi 

Neraca Awai untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Format 

Neraca PPKD dapat dilihat secara lengkap di bagian akhir Kebijakan 

Akuntansi. 

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas 

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan 

Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awai dan data perubahan 

ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan 

Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan 

Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. 
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Format Perubahan Ekuitas PPKD dapat dilihat secara Iengkap di 

bagian akhir Kebijakan Akuntansi. 

5. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal

hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

antara lain: 

a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

makro; 

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 

target; 

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 

lembar muka laporan keuangan; 

f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan;dan 

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

Format Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD dapat dilihat secara 

lengkap di bagian akhir Kebijakan Akuntansi. 

I. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah 

1. Ketentuan Umum 

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas 

pelaporan,atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas 

tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan 

melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas 

akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari 

semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi 

dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
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b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

SISTEM Ak'UNI' ANSI 

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Singkawang : 

Mengisi Neraca SaJdo SKPD · 
. . .·· clan FPKD .. ·· ... 

. Menyusun LRA, 
. membltatjumal ·.·· 
penutup LRA dari NS Setelah 

Pen~ll.ipan LRA 

Menyusuri Laporan · 
.. PerubahanSAL 

2. Fungsi Terkait 

.· . . . 
Meuyiapkail Kei:taS Keija KonsoHdatii . 

Membu~t 
. Jiirnal ·. 
Elimiriasi 

Meilyiuswi Laponm Keuailgan Koilaotidaa · 

. . Meriyiisuri LO, 
membuatji.umi.1 penutup LO' 
. · · · · dan NS Setelah 

.Penutup~LO. 

... . .. . . 

Menyustin Laporan Peruba-
. · han Eku i tiis 

MenyusunCatatan alas La~. 
· · pora'.n Keuangiln ·· · 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

b. PPKD 

3. Uraian Prosedur 

a. Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi 

· Membuaf. 
: Neraca, 

Saldo Pemda. 

Menyusiin Neraca; membuat 
jumal periutup akhir clan NS 
· akhir··. . · 

Menyusun Laporan •· 
.Arus Kas'· 
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Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan 

lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat 

untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. Kertas 

kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom 

neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas kerja berguna untuk 

mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan 

secara manual. 

Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang dimasukkan 

kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah 

disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo kedalam 

kertas kerja konsolidasi, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jumal 

eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK 

SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD serta 

Jumal Eliminasi, Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo 

Pemerintah Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi 

akuntansi PPKD mencatat "RK-PPKD" di debit dan "RK-SKPD" di kredit 

dengan jumal: 

Tanggal Nomor 
B1lkti 

xxx xxx XXX RK-PPKD xxx 

RK-SKPD xxx 

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan 

yang berkembang. lnformasi minimal yang harus ada pada format 

kertas kerja dapat dilihat secara lengkap di bagian akhir Kebijakan 

Akuntansi. 

a. Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi 

1. Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca 

Saldo setelah Penutupan LRA 

Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi 

Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk 

dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian 

disajikan dalam "Laporan Realisasi Anggaran". 

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom "Laporan Realisasi 

Anggaran" dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini 

merupakan ni1ai "SILPA tahun berjalan". Nilai ini ditempatkan 

di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan 

diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit. 
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Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat jumal 

penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun

akun LRA menjadi 0. Berikut contoh jumal penutup LRA 

Tanggal · Nomor ·• 'Kode · Uraian . Debit ··· Kredit 
Bukti··· . 

xxx 
. Rekening 

. · 
· ...... ··· . . ...... ... ·., .. . 

xxx xxx Pendapatan-LRA xxx 
Penerimaan xxx 
... ~n • ; . .,.u~~n T .RA 

IApropriasi Belanja xxx 

IApropriasi pengeluaran xxx 
nPmhiouo~n 

Estimasi perubahan xxx 
~AT 

Belanja xxx 

Pengeluaran xxx 
nembiavan-LRA 
Estimasi pendapatan xxx 

Estimasi penerimaan xxx 
pembiayaan 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi 

PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. 

Contoh format LRA Konsolidasi dapat dilihat secara lengkap di 

bagian akhir Kebijakan Akuntansi. 

2. Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan Neraca Saldo 

setelah Penutupan LO 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi 

Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk 

dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian 

membuat Laporan Operasional. 

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat jurnal 

penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun

akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh jumal penutup LO. 

Surplus/ defisit ... LO xxx 

Be ban xxx 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi 

PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. 

Format LO Konsolidasi dapat dilihat secara lengkap di bagian 

akhir Kebijakan Akuntansi. 
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3. Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca 

Saldo Akhir 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi 

Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan 

pembuatan Neraca, PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk 

menutup akun Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas. Berikut ini 

contoh jurnal penutup akhir. 

Tanggal 

xxx Surplus/ defisit ... LO 

Ekuitas xxx 

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD 

menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan 

menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. 

Berikut ini merupakan contoh format Neraca Pemerintah Kota 

Singkawang 

4. Menyusun Laporan Perubahan SAL 

NO 

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, 

Fungsi Akuntansi PPKD dapat menyusun Laporan Perubahan 

SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA 

periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini 

merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih Pemerintah Daerah. 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

URAIAN 20X1 20XO 

1 Saide Anggaran Lebih Awai 
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 
3 Subtotal (1 + 2) 
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 
5 Subtotal (3 + 4) 
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
7 Lain-lain 
8 Saldo An aran Lebih Akhir 5 + 6 + 7 

5. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas 

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan 

Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya 
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diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat 

sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan 

menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. 

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan 

Ekuitas Pemerintah Daerah. 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

NC URAIAN 20X1 20XO 

1 EKUITAS AWAL xxx xxx 
2 SURPLUS/DEFISIT-LO · xxx xxx 
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAF: 
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN xxx xxx 
5 SELISIH REVALUASI ASETTETAP xxx xxx 
6 LAIN-LAIN xxx xxx 
7 EKUITAS AKHIR xxx xxx 

6. Membuat Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti 

unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran 

kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan · 

juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait 

Arns Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas 

transitoris. Format Arus Kas Pemerintah Daerah dapat dilihat secara 

lengkap di bagian akhir Kebijakan Akuntansi 

7.Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian 

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang 

diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara 

lain: 

• Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

• Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; 

• Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

• Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih- untuk diterapkan 
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atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya; 

• Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 

• Informasi yang diharuskan oleh Pemyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar 

muka laporan keuangan; dan 

• Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan. 

Format Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota dapat 

dilihat secara lengkap di bagian akhir Kebijakan Akuntansi 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

AWANG ISHAK 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, 

Pembina 
NIP. 19681016 199803 1 004 
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